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WALI KOTA METRO 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN WALI KOTA METRO 
NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA METRO, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian 
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, 
Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati 
II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

S A L I N A N 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6793); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 
Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Penggelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
972); 

28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 

29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro 
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro 
Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro 
Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Metro Nomor 9); 
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31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7); 

32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Metro 
Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Metro Nomor 8); 

33. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 
Metro Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Metro Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 
Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

  
Pasal 1 

 

  Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 
  1. Pendapatan   

  a. Pendapatan Asli Daerah Rp 284.262.956.960,25 

  b. Pendapatan Transfer Rp 678.479.372.304,00 
  c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah 
Rp 

   
0,00 

  Jumlah Pendapatan Rp 897.467.435.175,34 

  
2. Belanja 

  

  a. Belanja Operasi   

  1) Belanja Pegawai Rp 431.616.938.289,00 
  2) Belanja Barang dan Jasa Rp 386.506.011.218,00 
  3) Belanja Subsidi Rp 59.600.000,00 
  4) Belanja Hibah Rp 58.038.244.124,00 
  5) Belanja Bantuan 

Sosial 
Rp 
   

349.750.000,00 

   Rp  876.570.543.631,00 
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b. Belanja Modal    

1) Belanja Modal Tanah Rp  134.699.632,00 
2) Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 
Rp  37.477.295.706,00 

3) Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

Rp  18.577.222.098,00 

4) Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi 

Rp  47.600.427.327,00 

5) Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

Rp  413.009.363,00 

6) Belanja Modal Aset 
Lainnya 

Rp  564.279.000,00 

  
Rp  

  
104.766.933.126,00 

c. Belanja Tidak Terduga 
   

Belanja Tidak Terduga Rp  598.276.739,00 

d. Belanja Transfer 
Belanja Transfer 

Rp 
 

1.404.518.037,00 

Jumlah Belanja  Rp  983.340.271.533,00  

Surplus/(Defisit) Rp (20.597.942.268,75) 

3. Pembiayaan 
   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp  59.176.986.645,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp  4.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto  Rp  55.176.986.645,00  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp 34.579.044.376,25 

Pasal 2 
 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal 3 
 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 
4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 



 

 


